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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gedangsari mengenai

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gedangsari
sudah berjalan selama empat tahun. Jumlah peserta sebanyak 4749 peserta.
Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dalam implementasi kegiatan
PKH diantaranya adalah pertemuan kelompok dan pemutakhiran data,
posyandu, dan pencairan dana. Pelaksanaan kegiatan PKH di Kecamatan
Gedangsari ini sudah berjalan dengan baik. Partisipasi para peserta PKH
sangat tinggi baik dalam hal kesehatan dan dalam hal pendidikan. Hal ini
dapat terlihat dari semakin meningkatnya kunjungan ke posyandu dan rumah
sakit untuk memerikasakan kehamilannya. Dalam hal pendidikan juga
terlihat dari keaktifan siswa disekolah semakin meningkat.

Berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi program PKH baik dari
faktor interen dan faktor eksteren. Salah satu faktor terpenting dari program
PKH ini adalah faktor komunikasi dan disposisi atau tingkah-laku/watak
para pekerja sosial. Faktor komunikasi menjadi faktor penting dari program

PKH karena manyarakat Gedangsari yang memang masyarakat yang miskin
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dalam artian miskin segala-galanya termasuk miskin ilmu pengetahuan. Oleh
sebab itu komunikasi harus dijalankan dengan benar.

3. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan
Gedangsari bukanlah permasalahan yang berarti. Permasalahan yang terjadi
diantaranya adalah belum tersedianya kantor pos di Kecamatan Gedangsari
yang menyebabkan sering terhambatnya proses pencairan dana. Karena
kegiatan pencairan dana harus dilaksanakan menumpang dengan Kecamtan
Nglipar. Permasalahan yang lebih serius yang harus dipecahkan adalah
bagaimana keadaan masyarakat Gedangsari apabila nantinya program PKH
ini berhenti. Apakah masyarakat Gedangsari dapat menyekolahkan anaknya
hingga ke tingkat yang lebih tinggi ataukah akan kembali seperti kehidupan

yang dahulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari implementasi kebijakan
program PKH di Kecamatan Gedangsari, maka penulis mengemukakan beberapa
saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan , yaitu:

1. Untuk Pemerintah
a. Mensinergikan keterpaduan antar program-program penanggulanggan
kemiskinan sehingga program penanggulangan kemiskinan bukan hanya

menjadi program pencitraan semata.
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b. Adanya mekanisme yang lebih fleksibel dalam kepenggurusan apabila
ada kesalahan teknis dalam proses kegiatan PKH.

c. Melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Keluarga
Harapan yang meliputi pemilihan RTSM penerima, pendampingan,
pengawasan serta evaluasi. Pemerintah desa yang dimaksud bukan
hanya Kepala Desa melainkan juga para ketua RT dan RW.

d. Melibatkan masyarakat dalam upaya pemberdayaan potensi RTSM
dengan membuka jaringan pada pihak pemerintah dan swasta.

2. Untuk Masyarakat

a. Meningkatkan kewajiban-kewajiban dalam kegiatan PKH

b. Mengoptimalisasi peran masyarakat dalam mengembangkan dana
bantuan, sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak menjadi

candu bagi masyarakat.
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